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Latar Belakang dan
Penyelenggaraan SDI tingkat
Daerah



Urgensi Kebijakan Satu Data

Kondisi Existing

Penyelenggaraan Data Pemerintah

e Keberagaman data dan metodologi pendataan
yang belum berstandar

e Duplikasi dan minimnya keterpaduan data
pemerintah

e Kekurangan SDM talenta digital dan efektivitas
anggaran data di Instansi Pemerintah

e Ego sektoral dalam penyelenggaraan data dan
platform data, serta keengganan berbagipakai
data antar Instansi Pemerintah

Penyatuan
Tata Kelola
dalam Satu

Data
Indonesia

[ffp@.\\ Kementerian PPN/
|?) Bappenas SATU DATA
INDONESIA

Tujuan Kebijakan Satu Data

(Perpres 39/2019)

Mewujudkan ketersediaan data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses,
dan dibagipakaikan antar Instansi
Pemerintah untuk mendukung
perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian pembangunan



Tata Kelola Satu Data Indonesia T |

Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah

SATU DATA
INDONESIA

- Daftar Data Prioritas - Arsitektur Data
- Daftar Data - Standar Data
o o - Rencana Aksi - Metadata baku
M ‘ ° ; mmm—m - a + Rencana
Pengguna Data - | B ! Penganggaran
N N (Masyarakat, Produsen Data Ve ‘ !
Big Data Modelling K/L/D) = =T !
Analysis
e o
‘ | /\/‘/ z PEMANFAATAN PERENCANAAN - -
\ 2\ Y. Pengguna Data Produsen Data
(K/L/D) (K/L/D) ..
it V[ o ) PORTAL Prinsip Satu Data
Intelligent V|z/Das.hboard SATU DATA
w INDOMESIA
L GO . /1 | $Z3Z3 0 . AR $ 0 O g 09200 FENGUNIEULAN N
Fi“li Standar Data Kode Referensi

"\ 7N )

DATA
PEMERINTAH

BERBAGIPAKAI

&b

L
Walidata
(K/L/D) &
Walidata
Portal Satu PEMERIKSAAN (K/L/D)
Data Indonesia RN . &
1 1
@ & .._@m Walidata
" hembina (KIL/D)
Data

(K/L/D)



Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia

Referensi:

Prepres 39/2019 ttg SDI;
PerMen PPN/Kepala Bappenas No 18/2020 ttg Tata Kerja
Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat;

Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep
31/M.PPN/HK/04/2021 ttg Pembentukan Pokja Forum SDI
tingkat Pusat

I
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¥ &

Dewan Pengarah

KOMINFO

Forum SDI Pusat

Kelompok Kerja Forum SDI ]
=== ———— -[ Sekretariat SDI tingkat Pusat ]— I tingkat Pusat

_——) e e e e e e - -[ Pembina Data

tingkat Pusat ]—

|

|

|

! Forum SDI Daerah 38 Prov

1 514 Kab/Kota
|

|

_ Sekretariat SDI tingkat
Daerah
- -[ Pembina Data tingkat Daerah ]—

Walidata
Daerah

83 K/L

Walidata
Pusat

Produsen Produsen Produsen
Data Data Data

Walidata Walidata
Pendukung Pendukung

Walidata
Pendukung

Produsen Produsen
Data Data

*Forum SDI K/L dibentuk berdasarkan
Produsen kebutuhan K/L dalam teknis penyelenggaraan
Data SDI tingkat K/L

Kementerian PPN/
Bappenas SATLI DATA
INDONESIA

o
w

BRIN _ barrnes |
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Tata Kelola Data di Daerah

)
S W

1. Mengumpulkan data
A 2. Memeriksa kesesuaian data
3. Mengelola data
| ] | | ] n n n n n n n |} |} | > -
WALIDATA (Walidata Prov/Kab/Kota)
I //‘
WALIDATA PENDUKUNG bosesrvrveesd Membantu walidata tingkat
Daerah (Walidata Pendukung di
masing-masing OPD)
Y
A A A
- - - - 1. Menghasilkan data
PRODUSE PRODUSE PRODUSE PRODUSE EEREEEE J 2. Menyampaikan data dan
N DATA N DATA N DATA N DATA metadata
DAFTAR DAFTAR “DAFTAR DAFTAR 4

DATA DATA DATA DATA



Sinergi SPBE dan SDI serta
Domain Data dan Informasi



Sinergi SPBE dan SDI

RUANG LINGKUP SPBE

Manaje
men
Risiko

Manajemen SPBE

Manaje
M;r;::e Rencana Keaman
SDM Anggaran @ . "

SINERGI PROGRAM

——>  Arsitektur Data

Permen PPN No. 16/2020

Keamanan
Vianaje SPBE Rencana Induk Manaje
men dan men
Perubah Arsitektur Data

SPBE

Data dan @

Informasi

Infrastruktur

aje
— SPBE

Pengeta

Via

Manajemen SPBE

Manaje
men
Layanan

Perpres No. 95/2018 tentang SPBE

Big Data dan Al
Pemerintah

—>

|[FZ¢=  Kementerian PPN/
(i7" Bappenas -

INDONESIA

RUANG LINGKUP SDI

Prinsip Satu
Data
Indonesia

Penyelenggaraan
Satu Data
Indonesia

Standar Data

Metadata Baku
Interoperabilitas

Kode Referensi/Data Induk

Penyelenggara Tingkat Pusat
Penyelenggara Tingkat
Daerah

Perencanaan Data
Pengumpulan Data
Pemeriksaan Data
Penyebarluasan Data



. . . . I?)Q\ Kementerian PPN/
Data dan Relasinya di Domain-Domain SPBE P e

Penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menghasilkan luaran yang baik berbentuk informasi ataupun

kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat.

Domain Proses Bisnis

Domain Layanan SPBE

Interaksi Interaksi

my
Domain Keamanan SPBE _ Domain Data dan informasi : Domain Aplikasi SPBE |

'y Iy ry ry
] Interaksi
Interaksi Interaksi
4 i

i i

i

Interaksi

Domain Infrastruktur SPBE

Data dan informasi yang diproduksi dan dikelola oleh sebuah instansi pemerintah dan pemerintah daerah merupakan kumpulan hasil

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pelayanan instansi tersebut sebagai pengampu proses bisnis tertentu.
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Taksonomi Data di SPBE

- uan gan sasm seE

Struktur Arsitektur Data dan Informasi

[[fr');C@ Kementerian PPN/
rf) Bappenas SATUDATA

INDONESIA

SPBE Nasional

[Tingkat 1 (Data Pokok)

[Tingkat 2 (Data Tematik)

[Tingkat 3 (Data Topik)

SPBE Instarsi Pusat [Tingkat 4 (Data Sub Topik)

SPBE Pemerintah Daerah

Struktur Referensi

Taksonomi Referensi

Tingkat 1[Data Pokok)
RAD. 0 Informasi Pertahanan dan Luar Megeri

RAD.0Z Informasi Ekonomi dan Industri

RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan

RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RAD.0S Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan

RAD.0E Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAD.O7 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAD.08 Informasi Budaya dan agama

RAD.0F Informasi Pemerintahan Umum

RAD. 10 Dats Pendukung Umum

11
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Tingkat 2 [(Data Tematik)

RAD.01.010ata pertahanan

RAD.01.02 Data uruzan luar negeri
RAD. 02 01 Data industri

RAD.02.02 Data perdagangan

RAD.02.03 Data pertanian

RAD.02.04 Data perkebunan

RAD.02.05 Data peternakan

RAD.02.06 Data perikanan

RAD.02.07 Data badan usaha milk negara
RAD.0Z.08 Data investasi

RAD.02.03 Data koperasi

RAD.02.10 Dats usaha kecil dan menengah
RAD.02. 11 Data pariwisata

RAD.03.01Dats pekerjaan umum
RAD.03.02 Data transmigrasi

RAD.03.03 Data ransportasi

RAD.03.04 Data perumahan

RAD.03.05 Data pembangunan kaw asan atau daerahteringgal
RAD.03.06 Data pertanahan

RAD.03.07 Data kependudukan

RAD.04.01 Dats kesehatan

RAD.04.02 Data sozial

RAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan
RAD.05.010atas hukum

RAD.05.02 Data keamanan

RAD. 05,03 Data hak asaszi manuszsia
RAD.06,01Dats pendidikan

RAD.06,02 Data ketenagakerjaan
RAD.06,03 Data ilmu pengetahuan dan teknaologi
RAD.06,04 Data pemuda

RAD.06.05 Data clahraga

RAD.07.010ats pertambangan

RAD.07,02 Data energi

RAD.07.03 Data kehutanan

RAD.O7.04 Data kelautan

RAD.07.05 Data lingkungan hidup
RAD.08.010ats agama

RAD.08,02 Data kebudayaan
RAD.03.01Data dalam negeri

RAD.09.02 Data keuangan

RAD.03.03 Data informasi

RAD.03.04 Data komunikasi

RAD.09.05 Data perencanasan pembangunan nasionsl
RAD.03.06 Data a

FAD, 10,04 Dats Dukung Lainnys
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Uraian Metadata Data di Arsitektur SPBE (Al

Domain Data dan Informasi SPBE

|i¥ Kementerian PPN/

Atribut 01

‘ SATU DATA
INDONESIA

dst.

ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
Nama Data Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
Uraian Data Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data

tersebut.

Tujuan Data

Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data.

Kode Model Referensi Data

Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih.

Sifat Data

Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data.

Jenis Data

Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya.

Validitas Data

Merupakan tanggal berlakunya data.

Penanggung Jawab (Walidata)

Merupakan penanggung jawab dari data.

Interoperabilitas

Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain.

ID Metadata Terkait

Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

dst....

Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.

11



I Perencanaan Data tingkat Daerah



KEPMEN PPN No. 5/2024 — PENETAPAN DATA
PRIORITAS 2024

KEPUTUSAN MENTERI PEl
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 5/M.PPN/HK/01/2024

Menimbang,

Mengingat

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
INCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

ENTANG

PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2024

a

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4)
dan 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia, perlu dilakukan penctapan Data
Prioritas dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan
prioritas  Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional; Rencana Kerja Pemerintah, mendukung
i tujuan bang ber dan/atau
memenuhi kebutuhan mendesak;
bahwa untuk Data Prioritas dimaksud
dalam huruf a, telah dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia
tingkat pusat dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Data
Prioritas Tahun 2024 dengan melibatkan Walidata tingkat pusat,
Pembina Data tingkat pusat, dan Kelompok Ketja Forum Satu Data
ingkat pusat, serta difasilitasi oleh Sckretariat Satu
sia  tingkat pusat, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
bahwa b s perti dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Nasional tentang pan Data Prioritas Tahun

2024;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
¥ Nasional (1 Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Notor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 2018;

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tenlang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Menteri F Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun
2020 tentang Tata Kerja Penyclenggara Satu Data Indonesia
Tingkat Pusat;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan
Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA  BADAN  PERENCANAAN  PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2024,
Menctapkan Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran
Keputusan i

ang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Data Prioritas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA memuat Data yang meliputi:

a. Data Statistik;

b. Data Geospasial; dan

c. Data Keuangan Negara tingkat pusat.

Data Prioritas 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

didasarkan pada:

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN);

b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

c. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN);

d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

c. kebutuhan mendesak berdasarkan arahan Presiden dan/atau Hasil
Rapat Dewan Pengarah; dan

f. usulan Walidata tingkat pusat berdasarkan pada peraturan

perundang undangan.

Data Priovitas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA memuat Produsen Dal

untuk masing-masing Data, dan

Jjadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data,

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

Data Prioritas Tahun 2024 scbagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dapat digunakan scbagai dasar dalam perencanaan dan

dalam Satu  Data
Indonesia, baik yang dilaksanakan olch Kemenierian/Lembaga dan
Pemerintah Dacrah.

Data Prioritas Tahun 2024 scbagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA wajib dikumpulkan olch Kementerian/Lembaga dengan
memperhatikan pemenuhan terhadap Prinsip Satu Data Indonesi
Data Priorita hun 2024 scbagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Daftar Data tingkat Dacrah.

Data Prioritas Tahun 2024 scbagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA memuat rincian yang akan diperiksa kesesuaiannya dengan
Prinsip Satu Data Indonesia olch Walidata, untuk kemudian diperiksa
kembali oleh Pembina Data tingkat pusat.

Data Prioritas Tahun 2024 scbagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA discbarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau
media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Data Prioritas Tahun 2024 scbagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA yang telah dil dapat i

adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan
dan/atau adanya kebijakan tertentu, dan disepakati melalui Forum
Satu Data Indonesia untuk Pemutakhiran Data Prioritas Tahun 2024,
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka ditetapkannya Keputusan
Menteri ini dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024 dan
sumber pendanaan lain yang sah sesuai kefentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

td.
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas ), ~

-

-
=
Teni Widuriyanti

I/l?';’@\\ Kementerian PPN/
|/f> Bappenas SATU DATA
TNDONESIA

1 1
! Putusan Kepmen PPN No.5 '
! Tahun 2024 menetapkan bahwa: |
! e Data Prioritas wajib |
| dikumpulkan bagi |
| Kementerian/Lembaga |
I dengan memperhatikan |
: terhadap prinsip Satu Data 1
| Indonesia i
i e Data Prioritas :
| disebarluaskan melalui !
i Portal Satu Data Indonesia !
! dan/atau media kebijakan !
! tertentu sesuai dengan !
! ketentuan perundang- !
! undangan !
1 1
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Perencanaan Data S ey oy

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Sekretariat SDI tingkat
DECTE])]

Walidata Walidata Pendukung Produsen Data

Forum Identifikasi Data
Tingkat Daerah

Mendukung kegiatan
identifikasi data

Mendukung kegiatan
identifikasi data

Fasilitator Forum SDI
tingkat Daerah

Mengidentifikasi Data

Koord. Forum SDI

Walidata Walidata Pendukung Produsen Data
DETTE])]

Forum Penyepakatan

Daftar Data Tingkat Daerah Menyepakati Daftar Mendukung kegiatan Mendukung kegiatan Mendukung kegiatan
Data yang telah disertai Forum SDI tingkat Forum SDI tingkat Forum SDI tingkat
jadwal pemutakhiran Daerah Daerah Daerah

Koord. Forum SDI Walidata Walidata Pendukung Produsen Data

DET

Forum Tindak Lanjut Daftar

Data Tingkat Daerah Melakukan koordinasi Melakukan koordinasi Melakukan koordinasi Mendukung kegiatan

terhadap hasil Forum ke teknis pengumpulan teknis pengumpulan teknis pengumpulan
tingkat Kab/Kota data data data
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Penyusunan Kebutuhan Data

SATU DATA
INDONESIA

Secara sederhana, proses Perencanaan Proses ini dapat dilakukan melalui Forum Daftar Data yang akan dikumpulkan
Data adalah mengidentifikasi kebutuhan Satu Data tingkat Daerah dengan kemudian akan menjadi dasar proses
data (variabel) untuk setiap indikator melibatkan Pembina Data tingkat Daerah pengumpulan data.

(RPJMD, RKPD, Visi Misi Kepala Daerah, agar terjadi konsistensi penamaan dan

Data Prioritas Tahun 2024 dan lainnya). pengisian Metadata Variabel.

Data Prioritas Tahun 2022

Ut @
= e . Nama Data Produsen Data
Nama Data —
Instansi Pusat
Rasio Kementerian Energi dan Sumber Daya Tema 2 .
elektrifikasi Mineral ’ Data pelanggan rumah tangga di Jawa
= T = . (RTpy + RT NonpLy) Timur yang memiliki sumber penerangan PLN
- Ris=—0T = dari listrik PLN
Data Prioritas Tahun 2022 Keterangan:
» RE : Rasio elektrifikasi |  Data pelanggan rumah tangga di Jawa
> X " S Dinas ESDM Prov. Jawa
RT,., :Jumlah pelanggan rumah tangga yang .
I ml e | TN ‘ Sasaman |mmm" memiliki sumber penerangan dari listrik PLN Timur yangdr::H:gl;:(s:;:bsfﬁenerangan Timur
: i . i . } - Io?. umm:an PORE. RT, -y :Jumlah pelanggan rumah tangga yang
Funsk egort : iliki b dari listrik 1c
Parlwlsata ;: g\Lele IKI sumber penerangan aari listrik non =
i Tbunan PORB | RT :Jumlah rumah tangga
Pe rser_‘ntase_ Rasio [ P Data Jumlah Rumah Tangga Jawa Timur BPS Jawa Timur
Elektrifikasi ase |
{ Kehutanan
rebangan Kayu|
Rupiah) (]
an — 1
buhan PORE.
| | | Perikanan (*)

Identifikasi Kebutuhan Data Daftar Kebutuhan Data



Perencanaan Data
Penyusunan Daftar Data Daerah

O

- Psl 16 dan 27, Perpres 39/2019

3. Rekomendasi Pembina Data

Contoh Daftar Data
Provinsi DI Yogyakarta 2022**

» Daftar Data dikumpulkan di tahun selanjutnya
Daftar Memuat : 1. Produsen Data
Data 2. Jadwal Pemutakhiran Data
Sumber : 1. Arsitektur SPBE
oo 2. Forum SDI

|[FZ¢=  Kementerian PPN/

r(ﬁ) Bappenas

Nama Data

Produsen Data
Jadwal Pemutakhiran
Jadwal Rilis*
Tagging RAD SPBE

. . o - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan .
Data tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi DI Yogyakarta Energi Sumber Daya Mineral Tahunan Desember Ketenagakerjaan
Data Lembaga P T Kerja S LPTKS, d kan izi 16
ata Lembaga enell'npatan‘ enaga erja wa‘sta‘( ) yang mendapatkan izin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahunan - Ketenagakerjaan
dari Pemerintah Daerah provinsi DI Yogyakarta
Data penyandang disabilitas terla'ntar ya'ng menerlnjaf paket permakanan di dalam Dinas Sosial Tahunan B Sosial
panti sesuai standar gizi
Data penyandang disabiltas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Dinas Sosial Tahunan Juni Sosial
Kependudukan di dalam panti

Sumber : Daftar Data Provinsi DI Yogyakarta 2022
Catatan : *Jadwal Rilis tentatif
** Data Dummy

A

SATU DATA
INDONESIA



I Clearance Kegiatan Pendataan



Urgensi SDI untuk Clearance Belanja TIK

TANTANGAN PERTUKARAN DATA:

1. Kurang integrasi data dengan aplikasi
lainnya yang tidak berhubungan dengan
proses bisnisnya (mempertahankan
silo);

2. Belum memiliki standar data, metadata,
dan kode referensi;

3. Kurang dokumentasi data

4. Kurang manajemen data, termasuk
menghasilkan/menggunakan data yang
tidak sesuai dengan kaidah data
management

5. Anggapan bahwa tata kelola data SDI
mempersulit pekerjaan pengembangan

aplikasi

Arsitektur SPBE

Domain Layanan SPBE

Dorr\air! Domain Data dan
Aplikasi Informasi
SPBE

D' ain
Infrastr v SPBE

Domain Keamanan

Clearance Kegiatan Pendataan
merupakan upaya untuk memperbaiki
tata kelola data termasuk data yang
dihasilkan melalui pengembangan
aplikasi

Data Clearance
Clearance Belanja TIK / Evaluasi Anggaran SPBE

pada domain Data dan Informasi, dimana
penyelenggaraan Data SPBE harus berdasarkan
Kebijakan SDI

.
Domain Proses [
Bisnis "

rf)@.\\ Kementerian PPN/
rf) Bappenas Tu D
INDONESIA

Peran Penting Audit Aplikasi SPBE

Audit Aplikasi SPBE untuk
mendukung SDI dibutuhkan untuk
memastikan hal berikut:

1. Aplikasi yang dikembangkan
memiliki rancangan dan
dokumentasi domain data &
informasi dalam arsitektur
SPBE yang sesuai dengan SDI.

2.  Sumber data untuk aplikasi
yang dikembangkan sesuai
dengan SDI.

3. Data yang dihasilkan/diolah sesuai
dengan Prinsip SDI.



Overview Belanja Data (Kegiatan Pendataan)

2.

. Pendataan

Tujuan Clearance
Belanja Data

Ruang Lingkup
Belanja TIK

. Pembangunan/pengembangan,

pemeliharaan,
Aplikasi SPBE;

Penyediaan, pengelolaan, dan
pemeliharaan Infrastruktur SPBE;

dan pengelolaan

. Pengadaan lainnya yang bersifat

nonteknis dalam rangka untuk
penyusunan kebijakan,
rekomendasi kebijakan, dan/atau
dokumen strategis mendukung
transformasi digital pemerintah;

(sensus, survei,
registrasi, kompilasi produk
administrasi), pemetaan, produksi,
pembelian data, dan pengumpulan
data dalam bentuk lainnya.

. Dukungan

. Upaya Peningkatan Efisiensi dan

Keterpaduan Belanja Data

. Pemetaan dan Inventarisasi aset

Data beserta Aplikasi Terkait

Percepatan
Penerapan Arsitektur Data

. Dukungan Perluasan Penerapan

Standar Data

Evaluasi Belanja TIK (clearance) direncanakan akan

diimplementasikan juga di tingkat Daerah

|i¥ Kementerian PPN/
|||. Bappenas

Kriteria Belanja Data

1. Data Statistik, dengan rincian:

d.

a. Survei atau Kompilasi Produk Administrasi;
b.
C.

Pendataan atau Registrasi;

Aktivitas lainnya dalam
produksi/pengumpulan Data Statistik;
Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam
rangka permintaan Data Statistik kepada pihak
lain.

rangka

2. Data Geospasial, dengan rincian:
a. Pelaksanaan kegiatan pemetaan atau produksi

b.

C.

Data Geospasial;

Aktivitas lainnya dalam
produksi/pengumpulan Data Geospasial;
Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam
rangka pengumpulan data atau permintaan Data
Geospasial kepada pihak lain.

rangka

3. Data Lainnya, dengan rincian:
a. Aktivitas dalam rangka produksi/pengumpulan

Data Lainnya;

b. Pembelian/sewa/perjanjian berbayar lain dalam

rangka permintaan data kepada pihak lain.
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Contoh Manfaat Data Model
dalam Transformasi Digital

. Identifikasi duplikasi data (dan program)

. Menjadi bahan untuk Forum SDI terkait tata kelola

data (termasuk Walidata pengampu Data Induk/Kode
Referensi)

. Ditindaklanjuti untuk proses pengumpulan &

pemeriksaan data, termasuk penyusunan MSD & DSD
untuk pertukaran data dalam Sistem Kataloag Data SDI
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Terima Kasih.

@data.go.id g @datagoid data.go.id
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